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Abstrak
 

Penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan berdasarkan surat penitipan dibawah tangan dan surat

keterangan penguasaan tanah dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam penguasaan tanah. Adapun

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik suatu

bidang tanah tanpa alas hak berdasarkan surat penguasaan tanah ditinjau dari hukum positif di Indonesia;

dan keabsahan penerbitan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah objek sengketa

berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas permohonan fiktif-positif keputusan Tata Usaha

Negara guna kepentingan permohonan pendaftaran tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 636

K/Ag/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif secara

problem identification kemudian ditelusuri dengan jalan preksriptif-eksplanatoris. Hasil dari penelitian

adalah kenyataan penguasaan fisik atas tanah tidak bersertipikat yang dilakukan lebih dari 20 (dua puluh)

tahun sebagai salah satu bukti yang digunakan dalam pendaftaran tanah dalam hal tidak tersedianya alat

bukti adalah tidak serta merta tepat dijadikan dasar pembuktian. Penelitian ini juga menemukan bahwa

permohonan gugatan fiktif-positif atas sikap diam pejabat pemerintahan yang berwenang terkait penerbitan

surat keterangan penguasaan fisik atas tanah guna kepentingan pembuktian pendaftaran tanah adalah sah

akan tetapi dapat menjadi celah adanya penyelundupan hukum bagi para pihak lain yang tidak berhak untuk

menuntut dikeluarkannya surat keterangan penguasaan fisik atas tanah. Saran dari penelitian ini adalah bagi

para pihak yang ingin mendaftarkan tanah tanpa adanya alas hak yang dirasa telah dikuasai dilengkapi

dengan bukti-bukti pendukung sah lainnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah ke Negara. Selain

itu, perlu diatur bahwa pemberian persetujuan atas dikabulkannya permohonan fiktif-positif Keputusan TUN

yang mengubah keadaan sifatnya terbatas, yaitu tanpa adanya pihak yang dirugikan.

......Physical possessions of land carried out based on a letter of land tenure and letter of statement of claim

for de facto physical possession of land can lead to a conflict of interest in land control. The problems raised

in this study are regarding the legal position of physical control of a plot of land without any rights based on

a land tenure letter in terms of positive law in Indonesia; and the validity of the issuance of a certificate of

physical possession over the object of dispute based on the Decision of the State Administrative Court on

the fictitious-positive application of the State Administration decision for the purpose of the application for

land registration in the Supreme Court Decision Number 636 K/Ag/2020. To answer these problems, a

normative legal research method with problem identification is used followed by a prescriptive-explanatory

method of investigation. The result of the research is the fact that physical control over uncertified land

which is carried out for more than 20 (twenty) years as one of the evidence used in first land registration in

the event that evidence is not available is not an obligatory norm. This study also determined that the

petition for a fictitious-positive lawsuit for the silence of the competent government officials related to the
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issuance of a certificate of physical control over land for the purpose of proving land registration is legal but

can be a loophole for for other parties who are not entitled to the land to demand the issuance of such

certificate of physical possession over the land. This research suggests that parties who want to register land

without any rights that are felt to have been controlled accompanied by other legal supporting evidence can

apply for land rights to the State. In addition, it is necessary to stipulate that the granting of approval for the

granting of a fictitious-positive application for a State Administration Decree that modifies the situation is

limited in nature, ie without any injured party.


